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Pemohon I adalah perorangan yang menjadi pengurus badan hukum berupa 
lembaga kemasyarakatan, sedangkan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, 
Pemohon VI, dan Pemohon VII, adalah warga negara Indonesia yang beranggapan hak 
konstitusional terlanggar oleh Dana Bagi Hasil Blok Cepu Kabupaten Blora. 

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para 
Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 19 ayat 
(2) huruf b dan ayat (3) huruf b, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b UU 33/2004 terhadap UUD 
1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon. 

Bahwa para Pemohon telah melakukan perbaikan permohonannya dan telah 
menguraikan sistematika: Judul, Identitas Para Pemohon, Kewenangan Mahkamah 
Konstitusi, Kedudukan Hukum Para Pemohon, Norma-norma yang Diajukan Untuk Diuji, 
Alasan Permohonan, dan Petitum. 

Bahwa meskipun format perbaikan permohonan para Pemohon pada dasarnya telah 
memuat format suatu permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam 
Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK dan Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan 
huruf d PMK 6/PMK/2005, namun setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama alasan-
alasan mengajukan permohonan para Pemohon setelah dilakukan perbaikan dalam 
permohonannya, bahwa pokok permohonan a quo adalah mengenai norma dalam UU 
33/2004 yang mengatur persentase pembagian Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak 
dan Gas Bumi kepada kabupaten/kota penghasil. Menurut para Pemohon, aturan ini 
menyebabkan kerugian hak konstitusional berupa hak untuk mendapatkan manfaat dari 
penggunaan kekayaan alam yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat 
dan tidak mencerminkan adanya kesatuan ekonomi nasional dalam bingkai negara kesatuan 
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Republik Indonesia, sehingga berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Blora yang tidak mendapatkan Dana Bagi Hasil secara maksimal dari Blok Cepu, 
yang berpengaruh terhadap anggaran pendidikan, kebutuhan akan listrik, dan pembangunan 
infrastruktur sarana dan prasarana yang lambat dan terbatas bagi kemajuan dan 
kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blora. 

Bahwa oleh karena substansi permohonan a quo adalah berkenaan dengan hak 
daerah, baik daerah provinsi maupun kabupaten/kota, apabila berkenaan dengan hak 
tersebut terdapat norma yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 maka yang 
memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan adalah pemerintah provinsi atau 
pemerintah kabupaten/kota.  

Dengan demikian, oleh karena substansi permohonan a quo adalah berkenaan 
dengan pembagian dana bagi hasil di mana persoalan dana bagi hasil tersebut merupakan 
hak daerah sehingga merupakan bagian dari persoalan hak dan/atau urusan yang menjadi 
kewenangan daerah. Sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah, maka pihak yang 
dapat mengajukan permohonan pengujian norma yang dimohonkan pengujian oleh para 
Pemohon adalah Pemerintah Daerah, bukan orang perorangan, kelompok orang, kesatuan 
masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat [vide Pasal 51 ayat (1) UU MK 
beserta Penjelasannya]. Dengan demikian, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum 
untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. 

 Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya 
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. 

 


